BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan suci yang memiliki dampak hukum, baik
dalam aspek keagamaan maupun dalam regulasi yang berlaku di Indonesia.
Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar dasar pembentukan keluarga,
tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai ketentraman batin (sakinah), kasih

sayang (rahmah), dan cinta yang t awaddah). Dari segi hukum, pernikahan

diatur dalam Undang—*ang Nomor 1 Tahu 74 tentang Perkawinan serta
Kompilasi P%Jm Islam ( y menegaskan #ningnya pencatatan
pernikahan guna memberikan m. Dalam kehidupan bermasyarakat,
agama yang dié
menciptakan ke
psial tanpa kekuatan hukum

keluarga di Indone

yang mengikat. Namun, seiring défiean perkembangan masyarakat Muslim di

Indonesia, hukum ﬁﬁngﬁgﬁ*ﬁgﬂ Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden RI
H. ABDUL CHALIM

Nomor 1 Tahun 1991. Kodifikasi ini disesuaikan dengan karakter serta budaya

Indonesia dan mencakup hukum perdata Islam, seperti perkawinan, warisan, dan

wakaf. Tujuan utama dari kodifikasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang

adalah untuk memberikan kekuatan hukum dalam mengatur kehidupan

masyarakat. Berbagai regulas yang dituangkan dalam undang-undang serta KHI



bertujuan untuk mendukung kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.!

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan memiliki implikasi hukum,
baik dalam aspek keagamaan maupun dalam regulasi yang berlaku di Indonesia.
Dalam Islam, pernikahan tidak hanya menjadi dasar pembentukan keluarga, tetapi

juga berfungsi sebagai jalan untuk mencapai ketenangan jiwa (sakinah), kasih

sayang (rahmah), serta cinta yang illus (mawaddah). Secara hukum, pernikahan
diatur dalam Undang-%iang Nomot 1 Tahunal974 tentang Perkawinan serta

Kompilasi Hukum Islam (KHI), penegaskan bahwa pencatatan pernikahan

sangat pentin%na menjamig

Dalam kehidup . [ harus mematuhi hukum yang
berlaku, baik ya ng berlandaskan ajaran
agama. Kedua siSte

k menciptakan tatanan

walnya, hukum keluarga di

Namun, dengan berkembangnya masyarakat Muslim di Indonesia, hukum figh

klasik kemudian dlMiﬂ!Mlg &ﬂl@§dang Nomor 1 Tahun 1974
serta Kompil%ﬂ&u&&gryshagnﬁﬁk!m RI Nomor 1 Tahun

1991. Kodifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakter serta budaya
masyarakat Indonesia dan mencakup berbagai aspek hukum perdata Islam, seperti
pernikahan, warisan, dan wakaf. Kodifikasi hukum Islam dalam bentuk undang-
undang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam mengatur

kehidupan masyarakat. Berbagai regulasi yang dituangkan dalam undang-undang

! Ahmad Rajaf, Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Istana Publishing, 2020). 169



dan KHI disusun untuk mendukung kesejahteraan serta ketertiban dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara’.

Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, yang sering disebut sebagai
kawin bawah tangan atau nikah siri, merupakan perkawinan yang dilaksanakan
berdasarkan ketentuan agama atau adat, tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) bagi umat Islam. Karena tidak memiliki bukti berupa buku atau

akta nikah, pasangan yang menj ab*ﬁrnikahan semacam ini dapat mengajukan

permohonan itshat nikdh ke pengadilan agama’. Fermohonan ini dapat diajukan

oleh suami, 1* anak, wali ihak lain yan*érkepentingan. Itsbat

nikah sendiri merupak etapkan keabsahan pernikahan

yang be terg i dghifan KKie 3 An pﬁdang-undangan

yang mengharus

dan pen*tan pé

proses ini adalah memp

ngan antara itsbat nikah
A aren*uan utama dari
an Pasal 7 Kompilasi Hukum

Islam (KHI), perkawin

pengadilan agama wvmmﬁsegalitas secara hukum?®.
Perk“IH(li INBE“&ap@HAE'Mnakan sesuai dengan

ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan.

1 akta nikah dapat diajukan ke

Selain itu, perkawinan juga wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perkawinan
harus memenuhi persyaratan hukum agama serta ketentuan administrasi negara.

Hukum agama menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan

2 M Sanusi, “Urgensi Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Di Bawah Tangan ( Studi Kasus Pada Warga Di Desa
Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta ),” Muttagien 3, no. 2 (2022): 219-237.

3 Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak
Anak,” Jurnal Usm Law Review 5, no. 2 (2022): 606.



rukun dan syarat akad, sementara hukum administrasi berfungsi sebagai
perlindungan hukum atas peristiwa penting dalam kehidupan warga negara serta
mewujudkan ketertiban masyarakat. Dalam praktiknya, perkawinan yang tidak
didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil sering disebut sebagai nikah sirri. Namun, secara terminologi fikih
Islam, nikah sirri lebih merujuk pada pernikahan tanpa kehadiran wali atau saksi,
sedangkan istilah yang lebih tep*k pernikahan yang tidak tercatat adalah

nikah al-urf. Ketidaktep@@taan perkawinan ini *ap menjadi bahan perdebatan,

terutama dal*menafsirkan Pas at (1) dan (%rkait apakah kedua

ketentuan tersebut harus dipe

keabsah*uatu nernik i ) ¢ hinya rul*dan syarat akad

nikah. Sementar i N Me ngsi administratif yang

samaan. Secara syar i, Secara syar’i,

penting I*Lk mefja g ertgihemb. n perlindungan
hukum bagi para pih ano tefl i , fhan yang tidak dicatat secara

resmi berpotensi meni lahan hukum dan sosial. Oleh

karena itu, Majelumvgﬂm Aeg'limbau agar umat Islam
menghindarim nﬁwmﬁtfm agama, pernikahan
L]

tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dan ketidakteraturan. Sebagai solusi,
mekanisme itsbat nikah diperlukan agar pernikahan yang telah berlangsung tanpa

pencatatan resmi dapat diakui secara hukum sesuai dengan ketentuan yang

berlaku®.

4 Fahadil Amin Al Hasan, “Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf),” Pengadilan
Agama Rangkasbitung, 2024, https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-
perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf.



Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap pernikahan harus
memenuhi aturan hukum agama serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil menjadi
suatu keharusan agar proses pengurusan dokumen seperti akta kelahiran, hak
waris, dan perlindungan hukum bagi anak dapat lebih mudah dilakukan.
Sebaliknya, anak yang lahir di l*erkawinan resmi berpotensi menghadapi

berbagai permasalahantum karena perlindungén yang diterimanya tidak sekuat

memper*b kan _da ain | kel*an anak di luar

nikah juga dapat A 3 elecehan atau kekerasan

n kehamilannya

Kompilasi Huk

Indonesia, termaswlmurﬁisemikahan sirri yang tidak
sesuai denga“ﬁltualgbﬁtaséﬂl)ﬁiim (2) KHI, pasangan
L]

yang menikah secara sirri dapat mengajukan permohonan itshat nikah ke

berbagai aspek perkawinan di

Pengadilan Agama, dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3).
Istilah "itsbat" berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk mashdar dari kata
atsbata-yutsbitu-itsbatan, yang bermakna menetapkan. Dalam kamus ilmiah

populer, itsbat didefinisikan sebagai tindakan untuk memutuskan atau

5 Rian T R Simanjuntak et al., “Akibat Hukum Praktik Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor
Catatan Sipil Dikaitkan Dengan Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Kajian Hukum Perdata,”
Journal on Education 6, no. 4 (2024): 20546-20554.



menetapkan sesuatu. Secara khusus, itsbat nikah adalah keputusan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama untuk mengesahkan status perkawinan antara
seorang pria dan wanita yang telah menikah menurut ajaran Islam, tetapi belum
tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).°

Itsbat nikah memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hal ini sejalan dengan fungsi
utama pengadilan, yaitu memberi*yanan hukum kepada masyarakat. Di era

modern, legalitas pernik@han dalam sistem huk@f menjadi sangat penting untuk

menyelesaika*erbagai perso Sperti pengurusa waris, pembagian
harta bersama, dan permasaldii Dlch karena itu, itshat nikah menjadi
solusi y*tepa um *yarakaﬂ. Itshat
nikah merupaka engadilan Agama untuk
rut gjwan agama tetapi
belum tercatat secara ¥e8m ini adalah memperoleh akta

nikah sebagai bukti sa

Pengajuan itsbat W WE!“(STTﬁl‘sberbagai situasi, seperti
menyelesaisz ﬁus AeBﬁu EeneﬂkALalfmikah yang hilang,
L]

memastikan keabsahan syarat-syarat pernikahan yang diragukan, atau

ngan peraturan yang berlaku.

mencatatkan perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan
Agama memberikan batasan hukum tertentu, dalam praktiknya, para hakim sering

menggunakan ijtihad untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi masyarakat. Hal

¢ Amin Al Hasan, “Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (NIKAH SIRRI/NIKAH URF).”
7 Armalina Armalina and Ardiana Hidayah, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat
Nikah,” Solusi 18, no. 1 (2020): 20-32.



ini menjadikan itsbat nikah sebagai solusi penting bagi umat Islam dalam
memperoleh hak-hak administratif, perlindungan hukum, serta kepastian
mengenai status perkawinan mereka®.

Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sering kali berdampak negatif
bagi pasangan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Tanpa

pencatatan yang sah, pasangan memiliki dokumen hukum yang dapat

tiik
dijadikan dasar untuk Wegakkan ata memp%hankan hak-hak mereka dalam

ikatan pernikahan’. Ada berbagai 0 mengapa seseorang tidak mencatatkan

pernikahannya di lembaga res nya adalah Keterbatasan biaya, yang
membuat mereka kesu ; nistrasi, meskipun pernikahan
tersebut tidak di yang belum memenuhi
persyaratan huk akan pelanggaran aturan

yang melarang pcgam i ili 1 satu Ls!ri juga menjadi

alasan tertentu, seperti kekhawatiran terhadap stigma sosial yang menganggap

o UNIVERSITAS
pernikahan siri sebagai hal yang tidak biasa™".
A I{I!'h‘ %E : - k ;Ih kI'Ih'k
gar pernikahan dianggap sah, selain memenuhi Ketentuan agama dan

kepercayaan yang dianut oleh pasangan, diperlukan juga pengakuan formal dari
negara. Dalam hukum perkawinan nasional, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan menyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan ini

8 Armalina and Hidayah, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah.”
° Aisyah Yusriyyah Ahdal, Syahruddin Nawi, and Hasbuddin Khalid, “Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap
Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Raha,” Journal of Lex Generalis (JLS) 4, no. 1 (2022):

137.

10 Muhammad Zidan Yusuf et al., “Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan
Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia,” Jurnal llmiah Ar-Risalah 22, no. 2 (2024).



menegaskan bahwa meskipun pernikahan telah memenuhi syarat agama, jika
tidak didaftarkan secara resmi, maka negara tidak akan mengakuinya atau
menganggapnya tidak pernah terjadi!!. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 108 dan 109 Tahun 2019 sebagai tindak lanjut
dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk serta*atatan Sipil, membuka kesempatan bagi

pasangan yang pernikafannya belum tercatat Matuk mendaftarkan pernikahan

mat*&m yang tidak

ka. Permohonan itsbat

rti ul* menyelesaikan

perceraian, menggan emastikan keabsahan salah

satu syarat pernikahan, ng terjadi sebelum berlakunya

Undang-Undang E“NlVE Wﬂs tidak memiliki halangan
hukum untu]Kﬂah R]BWE WNE'MW suami, istri, atau
L ]

anak-anak dari pasangan tersebut yang berhak mengajukan permohonan itsbat
nikah. Pengajuan ke Mahkamah Agung akan sulit dilakukan jika tidak memenuhi
salah satu alasan yang ditetapkan, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak,

baik suami maupun istri, telah meninggal dunia.?

! Mutiarany Mutiarany and Putri Ramadhani, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan
Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAIJT),” Binamulia Hukum 10, no. 1 (2021): 79—

90.

12 Mu’tashim Billah, “The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of
Unregistered Marriage on The Family Card,” Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 6, no.
2 (2024): 136.

13 Imam Rofigi, Ikarini Dani Widiyanti, and Nuzulia Kumalasari, “Analisis Yuridis Permohonan Isbat
Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia,” Jurnal Jendela Hukum 7, no. 2 (2020): 23-37.



Ketika salah satu pasangan dalam pernikahan yang telah disahkan melalui
itsbat nikah namun sebelumnya tidak tercatat meninggal dunia, muncul berbagai
konsekuensi hukum yang cukup kompleks. Pasangan yang ditinggalkan sering
kali mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya, seperti hak waris dan hak
asuh anak. Dalam sejumlah kasus, mereka juga menghadapi kendala sosial
maupun hukum akibat tidak adanya bukti resmi yang menunjukkan keabsahan
pernikahan mereka.

Hak waris dala*pernikahan yang tida*:rcatat umumnya hanya dapat

diselesaikan %alui musyawarg ga, yang masih "auh dari memberikan

kepastian hukum. Beberapa d; dari kematian dalam pernikahan hasil

itsbat niklh meliputi t ilangnya hak atas

nafkah dan wari§éh da , serta anggapan bahwa

pernikahai terse i pe i. He i nakai ketentuan dalam
peraturan perundan$ anya pernikahan yang sah

menurut hukum yang memberikan

'ONIVERSITAS

Anak—ana'irang lahir dari f’ermkahan yaﬁtelah disahkan melalui itshat

waris kepada pasangan yang ditinggalkan
jika suaminya me
nikah tetapi sebelun;nya tidak tercatat sering berada dalam kondisi yang rentan.
Dari perspektif hukum, status mereka sebagai anak sah kerap dipertanyakan,
terutama jika salah satu orang tua meninggal dunia. Situasi ini dapat berakibat
pada hilangnya hak waris serta pengakuan di lingkungan sosial. Dampak hukum
dari status anak dalam pernikahan yang tidak terdaftar mencakup tidak adanya

identitas resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

14 Awaliah et al., “Akibat Hukum Pernikahan Siri,” Maleo Law Journal 6, no. 1 (2022): 3040,
https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398.



10

Administrasi Kependudukan, dokumen perkawinan yang dikeluarkan oleh
lembaga resmi merupakan syarat utama dalam pengajuan akta kelahiran. Jika
dokumen tersebut tidak tersedia, maka akta kelahiran tidak dapat diterbitkan.
Tanpa akta kelahiran, anak akan mengalami kendala dalam mendaftar sekolah,
mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta mengakses hak atas warisan.
Pernikahan yang tidak tercatat menempatkan anak dalam ketidakpastian hukum
karena identitasnya tidak diakui s*sah oleh negara. Sementara itu, Undang-

Undang Nomor 23 Tahi# 2002 tentang Perlind@ihigan Anak menegaskan bahwa

kesejahteraar*ak merupakay dari hak asa*lanusia yang harus

dilindungi, termasuk dalam aSfc bsuai dengan peraturan yang berlaku.

namun tidak didaftark bt UA). Salah satu kasus yang

pernah tercatat adala 111/Pdt.P/2022/PA.Mr yang

diajukan ke Pengaﬂmw ns I“TRSH itsbat nikah ini diajukan
oleh pihak lﬂw seAlWlm aCtﬁ%Ealzmn meninggal dunia.
L]

Ketiadaan dokumen resmi, seperti akta nikah, sering kali menimbulkan
permasalahan hukum, terutama dalam hal hak waris dan status hukum anak.
Pengajuan itshat nikah bertujuan untuk memperoleh pengesahan hukum atas
pernikahan yang telah dilaksanakan sehingga status perkawinan tersebut dapat

diakui secara resmi oleh negara. Dengan adanya pengesahan ini, diharapkan hak-

15 Daffanza Azriel Rochadi and Sulastri Sulastri, “Pembatalan Perkawinan Yang Perkawinannya Telah
Putus Akibat Kematian Dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat,” 4/ Qalam: Jurnal llmiah Keagamaan
dan Kemasyarakatan 17, no. 6 (2023): 4157.

10



11

hak anak dan ahli waris dapat terlindungi serta memiliki kepastian hukum,
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Proses itsbhat nikah dimulai dengan pengajuan permohonan oleh ahli waris
atau pihak terkait ke Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara nomor
111/Pdt.P/2022/PA.Mr. Setelah permohonan diterima, pengadilan memverifikasi
bukti serta mendengarkan kesaksian untuk memastikan keabsahan pernikahan
tersebut. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, pengadilan akan mengesahkan
pernikahan dan memerintahkan *tatan resmi di Kantor Urusan Agama

(KUA). Dalam kasx ini, Pengadilan Agdma Mojokerto mengabulkan

diajukan. Penetapan injgiaes

akta nik*rang dapa

sangat penting
tercatat, *msu
hak waris bagi anak da

Penelitian ini b

11 1/Pdt.P/2022/PAumV(E1Rsllﬁrﬂs). Kasus ini menarik untuk
dikaji kareneKWkAsmEeWEfM pernikahan setelah

salah satu atau kedua pihak dalam pernikahan tersebut telah meninggal dunia.

enetapan ltsbat nikah Nomor

Kondisi ini tidak hanya memengaruhi proses pembuktian hukum, tetapi juga
berimplikasi pada hak-hak ahli waris, seperti hak waris, status anak, dan aspek-

aspek lainnya.

11



12

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti
secara mendalam mengenai pelaksanaan Itsbat nikah bagi pasangan yang salah
satu atau keduanya telah meninggal dunia, khususnya dalam rangka memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hak-hak hukum pihak-pihak terkait. Kajian ini
berfokus pada analisis putusan Penetapan [ltshat nikah  Nomor
111/Pdt.P/2022/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto. Dengan demikian, judul

dalam penelitian ini adalah “Itshat nikah bagi Pasangan yang Salah Satu atau

Keduanya Meninggal Dunia di *dilan Agama Mojokerto (Studi Putusan

Penetapan Itsbat nika*omor 111/Pdt.P/20227PA.Mr).”

*

Mojokerto?

2. Apa dasar hukum yang engadilan Agama Mojokerto

dalam menUNlema kasus yang melibatkan
pasa&HanAmu LtaCHALIM meninggal dunia

berdasarkan Putusan Penetapan Itsbat nikah Nomor
111/Pdt.P/2022/PA .Mr?

3. Bagaimana implementasi ketentuan hukum mengenai ltsbat nikah bagi
pasangan yang salah satu atau keduanya meninggal dunia berdasarkan

Putusan Penetapan ltsbat nikah Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr?

12
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, penulis menyampaikan tujuan

secara umum dari penelitian ini, sebagai berikut:

1.

D. Manfaat Penelitian

Untuk menganalisis prosedur hukum pelaksanaan Itsbat nikah bagi
pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia di
Pengadilan Agama Mojokerto?

Untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama
Mojokerto dalgmemut* perkara*ltsbat nikah pada kasus yang

melibatkan pasangan yang sdl@hk satu atau keduanya telah meninggal dunia

Itsb* nikah Nomor

nai ’tgat nikah bagi

ggal dunia berdasarkan

Piffhsan PoilBia V¢ ni : ./zoz*A.Mr?

Penelitian iﬁdharalpakan deﬁt memberikan manfaat baik secara teoritis

VE

maupun praktis, penjelasannya sebagai berikut:
KH. ABDUL CHALIM

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman

tentang prosedur hukum Itsbat nikah, khususnya bagi pasangan yang salah

satu atau keduanya meninggal dunia, melalui studi kasus putusan penetapan

Itsbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga

di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan status

13
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pernikahan setelah kematian salah satu pihak. Penelitian ini juga dapat
memperkaya literatur hukum tentang pentingnya ltsbat nikah dalam konteks
hukum agama.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, antara lain:
a. Bagi Institusi Pendidikan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi
mahasiswa Pascasarjar*iversitas KH Abdul Chalim Mojokerto,

Program Stu*Hukum Keluarga Islapf dalam memahami proses dan

pen*pan hukum teg

gt nikah bagi p*ngan yang salah satu

n ltsbat nikah dalam menjamin

hak-.hak “NWE nﬁmgh pasangan yang telah
"KH. ABODUL CHALIM “ ™

pengadilan agama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
memutuskan perkara terkait Itsbat nikah. Penelitian ini dapat
berkontribusi dalam memperbaiki prosedur yang ada agar lebih adil dan

transparan.

14



E. Kebaruan P*itian

yang me$ahas

Satu atau Kedua

15

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan suatu kesempatan bagi penulis
agar mampu mengembangkan pemahaman mengenai hukum keluarga
Islam, khususnya terkait dengan Itsbat nikah setelah kematian salah
satu pihak. Peneliti juga dapat membagikan pengalaman dalam
menyusun kajian mengenai penerapan hukum di Pengadilan Agama
Mojokerto dalam menangani kasus itsbat nikah. Penelitian ini
diharapkan dapat m*ikan manfaat serta kontribusi bagi

Islam se keseluruhan.

*

beberapa penelitian terdahulu

perkembangafnstudi hukug

Dalam proses
gi ngan yang Salah

gama Mojokerto: Studi

Pumsanmetapa &K Borikat in

adalah beberapa hasil kajte

1.

Lisdawati Juddah, , ermohonan Itsbat nikah Di

Pengadilan QINIVrgBSIIAS ini  bertujuan untuk
mengidem ABD“L{'&CIHAHM Pengadilan Agama

Pangkajene serta menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam
memutus perkara tersebut. Dengan metode kualitatif normatif empiris,
penelitian ini mengungkap aturan hukum yang relevan dan memberikan
gambaran menyeluruh tentang penyelesaian permohonan Itsbat nikah. Hasil
dari penelitian yaitu faktor utama permohonan Itsbat nikah meliputi

kebutuhan surat surat penting seperti akta nikah dan sebagainnya. Sebagian

15
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besar permohonan (182 kasus, 2017-2021) diajukan karena ketiadaan buku
nikah, dengan tujuan legalisasi pernikahan dan keperluan administrasi.
Hakim mempertimbangkan aspek yuridis seperti Pasal 14, 19, dan 40—44 KHI
terkait syarat pernikahan, serta aspek sosiologis dan filosofis yang mencakup
kesadaran masyarakat terhadap administrasi hukum dan perilaku sosial.'¢

2. Musliani, 2023, Tesis, “Analisis, Pelaksanaan Itsbat nikah Pada Pengadilan
Agama Lebong D@au Dar dang—u:@ag Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam”, Pepgliiian ini bertujuan untuk menganalisis faktor

yang mexrbelakangi 3 itsbat nikah* Pengadilan Agama

Lebong serta me C Jfdang-Undang Nomor 1 Tahun

197mn K¢ 2 Wig ake xualitatif dengan

pendekatan i i mpulkan data melalui

pernikahan secara serta kendala dalam pengurusan

administrasi mumrl(vERySJIIASg pelaksanaan itsbat nikah.
Proses ilKHkalABBL’eInaﬁHAﬁLﬁlMan Peradilan Agama

berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dari penelitian ini disimpulkan
bahwa pelaksanaan itshat nikah di Pengadilan Agama Lebong telah berjalan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.!”

16 Lisdawati Juddah, “Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene” (Universitas
Bosowa Makassar, 2022), https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5570/2022
ST. LISDAWATI JUDDAH 46.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

17 Musliani, “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” (IAIN Curup, 2023).

16



17

3. Yunizar Prajamufti. 2022, Tesis, “Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan
Itsbat nikah Siri di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual
Hukum”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum serta
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah, meskipun
tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Al-Mugni. Penelitian
ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan studi kasus, fokus pada Putusan Pengadilan Agama

Kuala Kurun Non*OOO4/Pdt.P/2Ol9/PA.*'1. Dasar hukum yang menjadi

acuan meljputi ajaran Islang itab [’anatuth Thilibin, Al-Mugni, serta

ketentuan dalam Pasal 7 ) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.
Dala menitikbe%an pada aspek
sosiologis aspek filosofis yang
digungkan k kan k;naslahatan sosial
secara lebih pat kecenderungan untuk

Mugni'®,

UNIVERSITAS

4. Idah Farida, 2023,Tesis, “ltsbat nikah dan_Akibat Hukumnya (Studi

KH. ABDUL CHAL

Penolakan Permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun

2021)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari
penolakan permohonan itshat nikah di Pengadilan Agama Pemalang pada
tahun 2021 terhadap status anak dan kepemilikan harta dalam perkawinan.
Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif,

penelitian ini mengandalkan data primer berupa salinan putusan itsbhat nikah

18 Yunizar Prajamufti, “Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama
Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum.” (IAIN Palangka Raya, 2022).
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tahun 2021, serta data sekunder dari literatur mengenai perkawinan, hak anak,
dan harta bersama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan
No.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan No.0561/Pdt.P/2021/PA.Pml, permohonan
itsbat nikah ditolak karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.
Konsekuensinya, pernikahan tersebut tidak diakui baik secara agama maupun
hukum negara, sehingga istri ilangan hak atas harta bersama, dan anak
menghadapi keti*;astian status serta*uk-haknya. Namun, Putusan

Mahkamai Konstitusi No, -VII1/2010 meaberikan perlindungan

saksi, serta aspek kemaslahata enggunakan metode studi pustaka (library

research) dan ﬁﬁ fWﬁL@li* Kl§tian ini menelaah putusan

nomor _1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Dalam Etusan tersebut, hakim
H. ABDUL CHA

mengabulkan permohonan itsbat nikah karena alat bukti yang diajukan telah

memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg. jo

Pasal 308 dan 309 R.Bg. Walaupun para saksi tidak menyaksikan langsung

akad nikah, kesaksian mereka tetap diterima melalui metode syahadah al-

istifadhah, karena mereka memiliki pengetahuan mengenai kehidupan

pasangan tersebut tanpa adanya keberatan dari masyarakat. Hakim

19 Idah Farida, “Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di
Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)” (UIN Walisongo Semarang, 2023).
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mempertimbangkan prinsip kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan
syariat Islam, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak serta
menghilangkan kesulitan, sambil tetap menjaga prinsip keadilan bagi semua
pihak?®.

Dewi Murniati, Dkk, 2023, Jurnal “Kedudukan Harta Waris Hasil Itsbat

nikah Bagi Pasangan Yang iudah Meninggal Di Pengadilan Agama

Surabaya (Studi*gsus pltusan no% 2735/Pdt.P/2020/PA.SBY)”.

Pernikahan dipandang sebagg pna penting dalam menjaga martabat dan

kehormatan. Islam telah g edoman mengenai pernikahan, mulai

dari proses pemili g ‘ kad, hingga iak dan kewajiban
dalam Lehi i . ) -Quian tidak secara eksplisit

mengatur m tian ini berfokus pada

lapolan: hakim ang telaﬁeninggal dunia,
dengan studi kasus di a Surabaya. Kajian ini meninjau

kedudukan itsbhat nikah bagi pasangan yang telah wafat dalam perspektif

hukum Islam.HeN! %gEdglréz!l&a§penelitian lapangan (field
researchKianlgﬁn da aBy%qu%roeg Iljnéng I(!aril Pengadilan Agama.

Pendekatan normatif-empiris diterapkan dalam penelitian ini untuk
menganalisis kesesuaian tindakan hukum dengan peraturan yang berlaku,
termasuk aspek pembagian harta warisan yang berkaitan dengan itsbhat nikah

di Pengadilan Agama Surabaya.?!

20 Yurizky Farhani, “Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif (Studi Terhadap
Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A No. Reg 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr)” (UIN SUSKA Riau,

2024).

21 Aliffatul Alfiah Dewi Murniati, Zain Alwi Arafat, Imam Mawardi, “Kedudukan Harta Waris Hasil Isbat
Nikah Bagi Pasangan Yang Sudah Meninggal Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Putusan
Nomor 2735/Pdt.P/2020/PA.SBY),” Celestial Law Journal 1, no. 2 (2023): 1-19.
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Khairunnisa, Dkk, 2022, Jurnal, “Penetapan Itsbat nikah Contentious Yang
Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)”.
Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara
itsbat nikah, khususnya bagi pasangan yang telah meninggal dunia, dengan
studi kasus di Pengadilan Agama Surabaya. Pernikahan dianggap sebagai
institusi penting dalam menjaga kehormatan dan martabat, di mana Islam
memberikan pedoman dari p*an pasangan hingga hak serta kewajiban
dalam rumah tangga® Meskipun Al-Qur’af tidak secara eksplisit mengatur

pencatat*emikahan pg i menyoroti i*adukan itshat nikah

dalam perspektif

(ﬁel*sear da g dari Pe gad*Agama dengan

pendekatan 1 alis esuaian tindakan hukum

metode penelitian lapangan

Studi ini juga mé ptif kualitatif dengan strategi

studi kasus untu ang terjadi. Hasil penelitian

menunjukkan uleWﬂls[IaTAsg ayat 2 dan 3 Kompilasi
Hukum WH}([ABWEﬂWRE&'Mgan saksi de auditu

dalam proses keputusan. Dalam hukum Islam, itsbat nikah tidak diatur secara
spesifik, namun Al-Qur’an, melalui Surat Al-Baqarah ayat 282, menekankan
pentingnya pencatatan muamalah guna memberikan kepastian hukum. Oleh

karena itu, pasangan yang telah menikah tetapi belum memiliki akta nikah

20
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dapat mengajukan permohonan itshat nikah untuk memperoleh kejelasan
status hukum dan administrasi.??

8. Awaliah,Dkk, 2022,Jurnal, “Akibat Hukum Pernikahan Siri”. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan pengetahuan kelompok
studi Uswatul Khasanah terkait legalitas serta dampak hukum dari pernikahan
yang tidak tercatat. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskr%f untw*enggam%kan bagaimana masyarakat

memahami pernikahan yang tercatat serta konsekuensi hukumnya.

Temuan telitian men

masyarakat menga

awa sebelumtoerikan penyuluhan,

aupun tidak tercatat memiliki

ma 4 0 i . dari $inahan. Namun,

memahami status huku yang tidak tercatat, sehingga diperlukan

edukasi yang l“-MlMlERSIaIASok yang rentan melakukan
pemikahifiipa plAcERdAdk CHALIM

9. Imam Rofiqi, Dkk, 2020, Jurnal. “Analisis Yuridis Permohonan Itsbat nikah
Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia” Penelitian ini bertujuan
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya

pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama bagi

22 Khairunnisa, Ahmad Subekti, and Shofiatul Jannah, “Penetapan Isbat Nikah Contentious Yang Salah
Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim
Nomor 5457/Pdt.G/2021,” Jurnal llmiah Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2022),
http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index.

23 Awaliah et al., “Akibat Hukum Pernikahan Siri.”
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umat Islam yang belum mencatat perkawinannya, agar dapat mengajukan
permohonan /tsbat nikah ke Pengadilan Agama. Hasil dari kasus terkait Izsbat
nikah  yang terjadi di Pengadilan Agama Jember Nomor
1197/Pdt.P/2013/PA.Jr, yang melibatkan Halimah binti Sahrun sebagai
Pemohon dan Saturi sebagai Termohon. Dalam kasus ini, pemohon meminta
penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan
pemohon dengan suaminya y, ah meninggal dunia, karena sebelumnya

pernikahan tersebu*ak dicatat di Kantor *san Agama (KUA), serta untuk

mengurus akta kelahiran ang |

10. Muhammad Zidan YusuffD urnal, “Analisis Yuridis Pengesahan

yang telah meninggal dunia. P@felitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan pendeﬁm%&r&t%]i*xy&an data dilakukan melalui

dokumen resmi putusan Peﬁadilan Agama Surakarta, yang kemudian
. . KH. ABDUL C |

dianalisis menggunakan pendekatan hukum normatif guna mengevaluasi

penerapan peraturan dalam kasus pengesahan pernikahan bagi pasangan yang

telah wafat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bukti-bukti

yang mendukung sahnya pernikahan secara agama, meskipun belum tercatat

secara resmi, menjadi dasar bagi pengesahan pernikahan setelah pasangan

meninggal dunia. Keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi ahli waris

24 Rofiqi, Widiyanti, and Kumalasari, “Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang
Suaminya Telah Meninggal Dunia.”
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serta menjamin perlindungan atas status perkawinan dan hak waris mereka.

Selain itu, langkah pengadilan ini mencerminkan upaya untuk menjaga

kesetaraan dan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku®.

Tabel 1. 1 Kebaruan Penelitian

No | Nama Peneliti, Judul Persamaan Perbedaan Orisinalitas
Tahun dan Penelitian
Sumber
1 Lisdawati Ana* Memiliki* Konteks Penelitian ini
Juddah, 2022, Permohonan permohonan /tsbhat | berfokus pada kajian

Tesis ,
Universitas
Bosowa

Makassar

*

*sbat nikah Di

KH. AB

nigdp diajukan

oleh pasangan
lansia *tuk
kebutuhan

dministratif,

hukum keluarga
Islam dengan
menganalisis
permohonan Itshat
nikah di Pengadilan
Agama Mojokerto,
khususnya terkait
pemenuhan hak waris
setelah salah satu
pihak meninggal
dunia. Penelitian ini
menyoroti peran
Itsbat nikah sebagai
alat hukum dalam
validasi pernikahan
dan analisis
keputusan hakim
dalam konteks hukum

Islam.

25 Yusuf et al., “Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang

Telah Meninggal Dunia.

2
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Musliani, 2023,
Tesis, IAIN
Curup

*
*

Analisis
Pelaksanaan
Itsbat nikah

Pada Pengadilan
Agama Lebong
Ditinjau Dari
Undang-undang
Nomor 1 Tahun
1974 dan
Kom*si

Hukum Islam

Mengacu pada
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun

1974 dan
Kompilasi

Hukum Islam

untuk memenuhi

kebutuhan

*inistratif

Konteks sosial dan
latar belakang

kasus.

Kajian ini
menggabungkan
aspek legal dari
Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974
dan Kompilasi
Hukum Islam dengan
kondisi unik di
Mojokerto, seperti
kasus pasangan yang
salah satu pihaknya
telah meninggal
dunia. Penelitian ini
menyoroti bagaimana
faktor sosial
memengaruhi
implementasi hukum
dalam pernikahan di

Mojokerto.

Yunizar
Prajamufti.
2022, Tesis,
[AIN
Palagkaraya

Wleh...ih.

di Pengadilan

Agama Kuala
Kurun:
Pendekatan
Kontekstual
Hukum

Pengabulan

maupun
pasangan yang
salah satu
pihaknya telah
meninggal dunia
engan
menggunakan

pendekatan

Lebih
engutamakan

pendekatan

I’IQHA li)lMtual hukum

dengan
mempertimbangka
n faktor sosial dan

budaya

Titik fokus nalisis
Itsbat nikah untuk
pasangan yang salah
satu atau keduanya
telah meninggal
dunia, dengan
menyoroti peran
Itsbat nikah dalam
pemenuhan hak waris
dan dinamika hukum
Islam di Pengadilan

Agama Mojokerto.
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menganalisis
keputusan

hakim dalam

hukum untuk

*

*Permohonan

UNIV
KH. AB

UL.GHALIM

S

mengabulkan
permohonan
Itsbat nikah.
Idah Farida, Itsbat nikah dan | penelitian fokus Lebih Fokus pada kasus
2023, Tesis, Akibat pada proses mempertimbangka | Itsbat nikah untuk
UIN Walisongo Hukumnya *nikah dan | n faktor sosial dan | pasangan yang telah
Semarang (Sn* engkaji* budaya terkait meninggal dunia,
Penolakan gutusan nikah siri serta bagaimana

Itsbat nikah
digunakan untuk
memenuhi hak waris,
dengan
mempertimbangkan
dinamika sosial,
hukum, dan
administratif di

Mojokerto.

Yurizky Itsbat nikah penelitian lebih menyoroti Fokus pada konteks
Farhani. 2024, Orang Yang mengkaji Itsbat | proses hukum dan lokal yang
Tesis, UIN Telah nikah bagi pertimbangan berhubungan dengan
Sultan Syarif Meninggal pasangan yang hakim dalam pernikahan tidak
Kasim Riau Dunia Dalam salah satu atau mengabulkan tercatat dan hak
Perspektif (Studi | keduanya telah | [ltshat nikah pada waris, serta
Terhadap meninggal kasus yang bagaimana hakim di

25
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Putusan dunia, serta melibatkan Mojokerto
Pengadilan menganalisis kematian. mempertimbangkan
Agama keputusan faktor sosial dalam
Pekanbaru Kelas | hakim dalam mengabulkan Itsbat
I A No. Reg pengadilan nikah.
1898/Pdt.G/202 agama yang
1/PA.Pbr)” berkaitan
dengan validitas
pernikahan yang
* tercatat
secara resm,*
Aliffatul Kedudukan pnganalisis Fokus pada Penelitian lebih
Alfiah, Dewi *Harta Waris ke kan harta berfokus pada

Murniati, Zain

Alwi Arafat

Hasil ltsbat

waris hasil ltsbat

keadilan hukum

dalam konteks sosial

nikah dgngan
Imam * pe eka‘*yuridis masyarakat setempat.
Mawardi, terhadap

2023, Jurna bagi*waris,
Terakreditasi

Sinta 3

S
UL CHALIM
/PA.SBY)

Khairunnisa, | Penetapan ltshat | Menganalisis Fokus pada Penelitian berfokus
Ahmad nikah Itsbat nikah penetapan ltsbat pada Itsbat nikah
Subekti, and Contentious untuk pasangan | nikah contentious | untuk pemenuhan hak

Shofiatul Yang Salah Satu yang telah (kontensius) yang waris dengan
Jannah, 2022, Pihaknya meninggal dunia melibatkan pendekatan non-
Jurnal Meninggal dengan sengketa atau kontensius,
Dunia (Studi menggunakan | konflik antar pihak | memperhatikan aspek
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*

Terakreditasi Kasus Di metode sosial dan
Sinta Pengadilan kualitatif administratif
Agama setempat.
Kabupaten

Malang Putusan

Hakim Nomor

5457/Pdt.G/202

1/PA.Kab.Mlg)

Awaliah,Dkk, Akibat Hukum Membahas Fokus pada Penelitian fokus
2022, Jurnal, Pernikahan Siri *ﬁahan yang | dampak hukum menyoroti peran
Terakreditasi * tidak tercat* dari status Itsbat nikah sebagai

Sinta 3 gflsa resmi dan | pernikahan yang solusi legal dalam

ti*t tercatat,

seperti pada hak-

hak keperdataan
: *dan

konteks sosial dan

administratif lokal.

Imam Rofiqi,
Ikarini Dani
Widiyanti, and
Nuzulia

Kumalasari,

Terakreditasi
Sinta 1

2020, Jurnal. KM&HAB

“UNIY
Suaminya Tela

Dunia

Ul G A

dunia,
menggunakan
pendekatan
hukum untuk
menelaah proses

dan

HSITAS

ebih menyoroti
proses hukum dari
sudut pandang
nggugat tunggal
(istri) dan
L lyMnbangan
hakim dalam
menilai legalitas
serta bukti
pernikahan yang

diajukan.

implikasinya.

Penelitian fokus
menyoroti peran
Itsbat nikah sebagai
solusi legal dalam
konteks sosial dan

administratif lokal.
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10

Muhammad
Zidan Yusuf,
Dkk, 2024,
Jurnal,
Terakreditasi
Sinta 3

Analisis Yuridis
Pengesahan
Pernikahan

Tidak Tercatat
Bagi Pasangan
Suami-Istri Yang
Telah
Meninggal

Dunia

Menganalisis
Itsbat nikah
yang diajukan
setelah salah
satu pihak
meninggal
dunia,
menggunakan
pendekatan

*am untuk
enclaah pro*

dan

Lebih menyoroti
proses hukum dari
sudut pandang
penggugat tunggal
(istri) dan
pertimbangan
hakim dalam
menilai legalitas
serta bukti
pernikahan yang

diajukan.

*

Penelitian fokus
menyoroti peran
Itsbat nikah sebagai
solusi legal dalam
konteks sosial dan

administratif lokal

mahasiswa Universitas

nai ltsbat W bagi pasangan

erutama dalam konteks

t pe%ti masih jarang
dilan Agama Mojokerto oleh

erto (UAC). Oleh karena itu,

peneliti memfokustT'NlIVEﬁIg ﬁ'&ggan yang Salah Satu atau
d i 1 ia i di i : Studi
Keduanya Nklﬁf Rﬁbw @ﬁﬁl]iﬁerto tudi Putusan

Penetapan Itsbat nikah Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr”.

Definisi Istilah

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari adanya kesalahan

serta lebih memahami isi penelitian ini maka diperlukan penjelasan tentang arti

kata atau istilah. Istilah-istilah didalam judul penelitian ini yang perlu ditekankan

sebagai berikut:
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Itsbat Nikah

Proses legalisasi atau pengesahan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi
oleh negara, biasanya karena pernikahan dilakukan secara agama atau tanpa akta
pernikahan resmi. Dalam konteks ini, ltshat nikah dilakukan melalui proses
hukum di pengadilan agama untuk memastikan keabsahan pernikahan.

Pasangan yang Salah Satu atau Keduanya Meninggal Dunia

Mengacu pada kasus di man satu atau kedua pihak dalam pernikahan

telah meninggal, dan *ses Itsbat nikah dila*(an untuk memvalidasi status

pernikahan teriebut, yang sering hubungan dengan pemenuhan hak-hak

waris.

Pengadﬂ*

Merupakan angani perkara-perkara

yang berkaitan d€hga

perceraia!, : warisa’

k masalah pernikahan,

ini, Pengadilan Agama

keduanya telah meninggal dunia.

Studi Putusan Pene‘a%anN!ly nzﬁaRosm(!rTlﬁﬁ/mB/PA.Mr
MerujukKHnalA B‘DMLJSQHALIM‘H kasus Itsbat nikah

yang tercatat dengan nomor perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji keputusan hakim dalam kasus Itsbat nikah, khususnya untuk pasangan
yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, serta implikasi hukum dan

sosialnya.
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